
 

94 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg. berdasarkan Pasal 

90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah 

Minimum, bahwa pengusaha dilarang memberikan upah lebih 

rendah dari upah minimum yang telah di tetapkan, oleh karena itu 

tergugat wajib membayar uang kekurangan pembayaran upah serta 

hak-hak lainnya kepada penggugat.  

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pemberian upah yang 

tidak sesuai dengan standar Upah Minimum dalam putusan Nomor 

37/Pdt.Sus-PHI/2018?PN.Plg. adalah: Dalam hukum Islam sistem 

pengupahan tidak hanya memenuhi rukun dan syarat saja namun 

juga harus berdasarkan prinsip, yaitu prinsip keadilan (al-adl) dan 

prinsip moralitas (al-akhlak) yaitu memberikan upah yang layak dan 

sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pekerja, dan juga untuk 

mensejahterahkan para pekerja berdasarkan Al-Quran Surat Al-

Baqarah ayat 286. Dalam hal ini tergugat sebagai pengusaha dalam 

memberikan upah kepada pekerjanya tidak berdasarkan dengan 

kedua prinsip tersebut, karena tergugat memberikan upah yang tidak 

sesuai dengan standar upah minimum, sebagai mana hal nya sudah 
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ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahterahan para 

pekerja. 

 B. Saran 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saran yang akan penulis 

kemukakan pada pembahasan ini adalah : 

1. Hendaknya bagi perusahaan selaku pemberi kerja dalam hal 

pemberian upah, pengusaha harus memberikan upah sesuai dengan 

ketentuan pengupahan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

dan transmigrasi yang menegaskan bahwa pengusaha dilarang 

memberikan upah di bawah UMR. 

2. Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah hendaknya bagi pemberi kerja 

dalam hal pengupahan alangkah baiknya menganut prinsip ijarah 

yaitu prinsip keadilan (al-adl) dan prinsip moralitas (al-akhlak) 

sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan akan 

terjadi dikemudian hari. 
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